BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN

Menimbang

Mengingat

KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI POHUWATO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
8/PMK.7/2020, Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/ Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pohuwato tentang Penetapan Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun
Anggaran 2020.

Und”ng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor
26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang
admininstrasi pemerintahan (lembaran negara republik
indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran

negara republik indonesia nomor 5601);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 7545);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4373);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.7/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007
Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA

ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya
disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan
pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
kelurahan.

Daerah Otonom vyang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat

kecamatan.



6.

@)

@)

3)

@)

2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
peraturan Daerah.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan
desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah
kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana
alokasi khusus.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB I
PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk
memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten
dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah
kabupaten kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Pasal 3
Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 1.098.000.000,00 (satu milyar
sembilan puluh delapan juta rupiah).
Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada
seluruh Kelurahan secara merata sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus

enam puluh enam juta rupiah) per Kelurahan.



Pasal 4
Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan masing-masing
Kelurahan sebagaimana pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. Kelurahan Pentadu sebesar Rp. 366.000.000.- (tiga ratus enam puluh
enam juta rupiah).
b. Kelurahan Siduan sebesar Rp. 366.000.000.- (tiga ratus enam puluh
enam juta rupiah).
c. Kelurahan Libuo sebesar Rp. 366.000.000.- (tiga ratus enam puluh enam
juta rupiah).

BAB Il
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini

dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

Diundangkan di Marisa

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 17



